BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG

PENYERAHAN DANA PENYERTAAN MODAL
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2021, perlu dilakukan
Penyerahan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten
Banggai Kepulauan;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati

Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Banggai Kepulauan, maka Penyerahan
dana Penyertaan Modal, ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b
diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai
Kepulauan;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3966);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2016 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor
19 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah %
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Kepada Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2020 - 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2019 Nomor 19);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2021 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYERAHAN DANA
PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM  KABAPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2021.

Menyerahkan Dana  Penyertaan Modal sebesar Rp.
1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) kepada Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana
termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
Anggaran 2021.

Besarnya Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, juga diatur didalam Peraturan Bupati
Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2021.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 S’cf}ml:u Do

Tembusan Disampaiakan Dengan Hormat:
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan

b

Direktur PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan



